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KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR    6  TAHUN  2009
T E N T A N G

PELIMPAHAN  SEBAGIAN  KEWENANGAN   SEKRETARIS  DAERAH  PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT SELAKU PENGGUNA ANGGARAN KEPADA KEPALA BIRO LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2009
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

Menimbang      :   a.
bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Sekretaris Daerah   Provinsi Nusa Tenggara Barat selaku Pengguna Anggaran dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada para Kepala Biro Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat selaku Kuasa Pengguna Anggaran;

b. bahwa pelimpahan sebagian kewenangan Sekretaris Daerah kepada Kepala Biro Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana huruf a, didasarkan atas pertimbangan besaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja dan pertimbangan obyektif lainnya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b,  perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat selaku Pengguna Anggaran kepada Kepala Biro Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat selaku Kuasa Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2009.
Mengingat          :  1.
Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standard Akuntansi Pemerintah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi  Pemerintah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

19. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengadaan Barang Milik Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan      :

KESATU          :
Melimpahkan Sebagian Kewenangan Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat selaku Pengguna Anggaran kepada Kepala Biro Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat selaku Kuasa Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2009 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA            :
Pelimpahan sebagian kewenangan Sekretaris Daerah kepada Kepala Biro Lingkup Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dalam hal :

a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban Belanja Langsung dari program dan kegiatan pada masing-masing Biro;
b. melaksanakan Anggaran Langsung dari program dan kegiatan pada masing-masing Biro;
c. melakukan Pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
d. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
e. menandatangani SPM;

f. mengelola Utang Piutang yang menjadi tanggungjawabnya.

g. mengelola Barang Milik Daerah yang menjadi tanggungjawabnya;

h. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat selaku Pengguna Anggaran;  

i. mengawasi pelaksanaan anggaran pada  Biro yang bersangkutan;
j. khusus untuk Kepala Biro Umum disamping melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban Belanja Langsung dari program dan kegiatan Biro Umum sendiri juga melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai) Sekretariat Daerah dan Belanja Gubernur dan Wakil Gubernur;
k. bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat selaku Pengguna Anggaran.

KETIGA           :
Dalam hal pelimpahan sebagian kewenangan Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat selaku Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2009 sebagaimana Diktum KESATU tidak termasuk Kepala Biro Keuangan karena telah ditunjuk selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan Bendahara Umum Daerah (BUD) serta Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) Provinsi Nusa Tenggara Barat.
KEEMPAT       :
Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2009 melalui DPA-SKPD Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

KELIMA           :
Keputusan ini  mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2009.

Ditetapkan di Mataram

pada tanggal    5 Januari 2009     

        GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

    H.M. ZAINUL MAJDI
TEMBUSAN disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;

2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;

3. Ketua Perwakilan BPK Mataram di Mataram;

4. Ketua DPRD Provinsi NTB di Mataram;

5. Inspektur Provinsi NTB di Mataram;

6. Direktur PT. Bank NTB Cabut Pejanggik di Mataram;
7. Masing-masing Kepala Biro Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi NTB di Tempat.
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